
 
 
 
 

RANCANGAN 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 78 TAHUN 2014   
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 
 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015; 
   

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-daharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 

telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45B5); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomo 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1); 
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22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2014 Nomor 17);   

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015; 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
 

Pasal 1 
 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri  atas : 

 
1. Pendapatan   

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.  11.696.822.243.000,00 

b. Dana perimbangan Rp.    2.694.385.621.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah  

yang sah Rp.    2.706.478.470.000,00 

    Jumlah Pendapatan Rp.  17.097.686.334.000,00 
 
 
 
2. Belanja        

a. Belanja Tidak Langsung   

1) Belanja pegawai Rp. 2.451.025.833.000,00 

2) Belanja bunga Rp.                    0,00 

3) Belanja subsidi Rp.                    0,00 

4) Belanja hibah Rp. 2.913.067.653.000,00 

5) Belanja bantuan sosial Rp.       28.557.200.000,00 

6) Belanja bagi hasil kepada  

Kabupaten/Kota Rp.  4.295.303.353.000,00 
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7) Belanja bantuan keuangan  

Kepada Kabupaten/Kota  

Dan Pemerintahan Desa Rp.  1.947.394.895.000,00 

8) Belanja tidak terduga Rp.       30.000.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 11.665.348.934.000,00 

 

 

b. Belanja Langsung  

1) Belanja pegawai Rp.     349.994.085.000,00 

2) Belanja barang dan jasa Rp.  2.645.250.074.000,00 

3) Belanja modal Rp.  2.677.093.241.000,00 

 Jumlah belanja langsung Rp.  5.672.337.400.000,00 

Jumlah Belanja Rp.  17.337.686.334.000,00 

Defisit  (Rp.       240.000.000.000,00) 

 
Pembiayaan : 

c. Penerimaan    Rp. 450.000.000.000,00 

d. Pengeluaran   Rp. 210.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    240.000.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  

Berkenaan (SILPA) Rp.         N I H I L 

 

 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Perincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, 

Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan 

dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 
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Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 
 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal  30 Desember 2014 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

ttd 

 

GANJAR PRANOWO 

 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal  30 Desember 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

ttd 

 

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  TAHUN 2014 NOMOR 78 

 


